BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ /5 /2024
TENTANG

KUASA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa untuk pemberian Bantuan Hukum bagi kasus-
kasus Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil,
perlu menunjuk Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten
Aceh Singkil untuk menyelesaikan masalah hukum
yang menyangkut kepentingan daerah baik didalam
maupun diluar Pengadilan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2024
tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur
Sipil Negara Dilingkuangan Pemerintah Kabupaten
Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2022 Nomor 648);

10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor
6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KUASA HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2024.

Menunjuk Saudara Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten dan SYAFRIL DARWIN TUMANGGER. SH

NIP. 19820430 201103 1 001 JFT Perancang Peraturan

Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagai Kuasa Hukum

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024

sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Tahun Anggaran 2024.

Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil

yang dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:

mempunyai tugas.

a. melakukan tindaklanjut dan investigasi lapangan atas
pengaduan masyarakat/pihak ketiga dan kasus-kasus
yang berhubungan dengan pemerintah daerah;

b. mengikuti dan menghadiri acara pemeriksaan dan
persidangan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;

c. ~memberikan fasilitasi, advice, dan pendampingan atas
kasus yang melibatkan aparatur dan kelembagaan
pemerintah daerah; dan




d. melakukan kunjungan lapangan, pengumpulan data
untuk keperluan bantuan hukum dan atau kesaksian
ke dinas/badan/instansi/lembaga/badan hukum/
perseorangan yang diperlukan untuk memperoleh data
dan informasi yang diperlukan untuk keperluan
bantuan.

KETIGA :  Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun

Anggaran 2024  dalam = melaksanakan  tugasnya
bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui
Skretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK)
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 4 '{anuanr 2024
23 Jumadd Aol (uue #

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

I
2.

3.
4.

Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh
Singkil di Singkil;

BPKK Aceh Singkil di Singkil;

Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawa.




